
 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Pemerintahan Indonesia yaitu sebuah upaya untuk melaksanakan 

pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan masyarakat dan membangun 

masyarakat yang sejahtera. UUD 1945  mengatur dan menegakkan adanya hubungan 

keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam, dan penggunaan sumber daya 

lainnya antara pemerintah pusat dan daerah  secara adil dan serasi berdasarkan UU. 

Disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah akan 

meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan  daya saing 

dengan mengedepankan prinsip demokrasi, keadilan, keadilan, dan keunikan daerah.  

Bertujuan untuk mewujudkan kebaikan masyarakat.(Fauziah, L., Maesaroh, M., & 

Nugraheni, S. L. , 2020). 

 Kepemilikan daerah (BMD) merupakan faktor yang sangat penting dalam 

melayani penyelenggaraan pemerintahan, khususnya masyarakat. Pemerintah perlu 

mengelola aset lokal mereka dengan cara yang menguntungkan pemerintah dan 

masyarakat. Pengelolaan aset daerah adalah proses pengelolaan aset atau beban 

APBN/D yang ada atau perolehan lain yang sah yang dapat digunakan dan 

digunakan untuk kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah. Aset barang milik 

daerah (BMD) adalah sumber daya ekonomi yang dikelola atau dimiliki oleh 

pemerintah pusat/daerah, sehingga pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan 

secara tepat dan tepat. 
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 Manajemen kekayaan lokal perlu meningkatkan komitmennya untuk 

mengelola dan mengelola aset besar. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang 

yang luas untuk mengelola sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan 

menetapkan tata cara pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku guna terciptanya ketertiban dalam pengelolaan 

seluruh barang milik daerah. 

 Hukum pengelolaan barang milik daerah adalah Permenkes No. 

. 2014 27 tentang pengelolaan barang milik daerah. SK Nomor 27 Tahun 2014 

menggantikan SK, SK Nomor 6 sebelum tahun 2006 tentang pengelolaan barang 

milik daerah, dan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah.  2014 sebagai pedoman pelaksanaan bagi 

pemerintah daerah. Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan 

pedoman pelaksanaan yang menyeluruh bagi pejabat/perangkat pengelola barang 

milik daerah, dengan acuan yang efektif dan efisien bagi semua pihak,  tujuannya 

adalah untuk menjadi. Menerapkannya. Pengelolaan aset daerah yang benar, 

termasuk data  

 jenis aset daerah, jumlah, nilai dan kondisinya(Nursasona, D. I. , 2018). 

Arahan pengelolaan aset daerah ada dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang kebijakan pengelolaan aset daerah yang mengatur secara lebih rinci  

pengelolaan aset daerah. Pengelolaan kekayaan daerah meliputi 11 kegiatan mulai 

dari perencanaan dan kebutuhan anggaran, pengadaan, pemanfaatan, pemanfaatan, 
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pengamanan dan pemeliharaan, evaluasi, pengalihan, pemusnahan, pembuangan, 

pengelolaan, pembinaan, pengelolaan dan pemantauan. 

 Salah satu siklus kunci dalam pengelolaan kekayaan masyarakat adalah 

pengelolaan kekayaan masyarakat. Hasil  proses akuntansi dan inventaris  diperlukan 

untuk menyelesaikan proses pendaftaran real estate untuk wilayah  penghuni real 

estate, pengguna real estate, dan pengelola real estate. Hasil pengelolaan wilayah 

digunakan sehubungan dengan penyusunan neraca tahunan entitas wilayah, 

perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset wilayah sebagai bahan 

penganggaran, dan pengamanan administrasi aset entitas wilayah akan dilakukan  

(Nursasona, D. I. , 2018) . 

 Pembuatan laporan fungsi daerah memerlukan sistem pengelolaan fungsi 

daerah untuk memudahkan integrasi data fungsi daerah dari masing-masing satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD). Pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Aset Daerah (SIMDABMD). SIMDABMD adalah aplikasi yang 

dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) . Ini 

adalah sebuah system informasi yang dipergunakan oleh pemda Indonesia agar dapat 

mengkelola keuangan daerah, antara lain: B. Pemerintah Negara Bagian Sumatera 

Barat yang mengurus kepemilikan tanah. Pengumpulan data yang konsisten, input  

dan pelaporan kepemilikan tanah. 

  

Dinas Perbendaharaan dan Pengelolaan  Aset Daerah  Sumatera Barat 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
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Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Kementerian Keuangan  Daerah  Sumatera Barat 

merupakan entitas yang menjadi unsur pelaksanaan otonomi daerah dan menangani 

pekerjaan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan pengelolaan bersama 

sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. Di bawah arahan chief engineer, 

yang  tugas utamanya menangani pekerjaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah di bidang keuangan daerah, dan mengelola aset daerah. 

 Dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang 

bagaimana Prosedur Penatausahaan BMD pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu “PROSEDUR 

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD PROVINSI 

SUMATERA BARAT”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007? 

2. Bagaimana Prosedur Penatausahaan BMD pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat? 

3. Apa saja hambatan dan upaya dalam Prosedur Penatausahaan BMD pada BPKAD 

Provinsi Sumatera Barat? 

1.3 Tujuan Magang 

Adapun tujuan magang yang dapat dicapai selama kegiatan magang, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penatausahaan Barang Milik Daerah 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

3. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam prosedur penatausahaan Barang Milik 

Daerah dan bagaimana upaya untuk mengatasi masalah tersebut. 

1.4 Manfaat Magang 

Adapun manfaat magang yang didapatkan dari kegiatan magang, yaitu: 

  Bagi Penulis: 

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai tata cara 

administrasi gelar daerah pada Badan Pengelola Barang Milik Daerah dan 

Keuangan  Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Untuk mengamalkan serta menerapkan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan ke dalam kerja nyata.  

3. Memastikan bahwa siswa kreatif, kompeten, bertanggung jawab atas tugas 

dan tugas yang diberikan, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan.  

4.  Memperoleh pengalaman praktis untuk menghadapi dunia kerja di masa 

depan.  

5.  Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana di Fakultas 

Ekonomi Universitas Andalas. 

Bagi instansi (BPKAD Provinsi Sumatera Barat) : 

1. Untuk memajukan serta meningkatkan kerja sama yang baik antara instansi 

dengan lembaga pendidikan 

2. Mampu mendukung dan memfasilitasi kegiatan kerja di Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tenaga magang.  
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3. Instansi dapat menerima ide-ide baru dan saran  positif dari siswa. 

  Bagi Lembaga Pendidikan (Universitas Andalas): 

1. Untuk menambahkan serta meningkatkan hubungan kerja sama yang baik 

dengan instansi pemerintah yakni BPKAD Provinsi Sumatera Barat 

2. Mahasiswa juga dapat melakukan kewajibannya dengan ketentuannyang 

telah ditetapkan 

3. Universitas Andalas mampu menghasilkan lulusan visioner bersama 

pengalaman kerja pada tiap bidangnya 

1.5 Metode Penelitian 

a. Studi Perpustakaan 

Penelitian sastra dilakukan dengan  mengumpulkan, membaca, dan 

mempelajari berbagai literatur dan pada sumber inform lainnya agar dapat 

memperoleh teori yang dipergunakan untuk memecahkan masalah di kemudian hari. 

b. Studi Lapangan 

 Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke 

instansi terkait untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan mempelajari data-

data yang berkaitan dengan topik penulisan. Yang digunakam pada teknik penelitian, 

yaitu:  

 Melakukan pengamatan pada kegiatan instansi terkait.  

  Melakukan wawancara agen.  

  Koleksi dokumen agensi. 

c. Metode Analisis 
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 Penelitian dilakukan agar dapat menganalisis teori berdasarkan kenyataan 

yang tujuannya untuk mengetahui perbedaannya membuat sebuah kesimpulan 

1.6 Tempat dan Waktu Magang 

Penulis melakukan magang di Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 

7054536, Padang, Sumatera Barat. Magang akan dilaksanakan selamat 40 hari kerja, 

mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan 

   Magang akan berlangsung dari Januari hingga Maret 2022. Karena 

keterbatasan waktu,  magang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, 

penulis hanya membahas dari sisi manajemen dan tidak mempertimbangkan 

penguasaan penuh atas aset daerah. Ini termasuk perencanaan  dan penganggaran, 

akuisisi, eksploitasi, eksploitasi, keamanan dan pemeliharaan, evaluasi, transfer, 

pemusnahan, penghapusan, pengelolaan dan pengembangan. , Pemantauan dan 

pengendalian. 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN: 

  Pada bab ini memiliki beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfat magang serta sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI: 

  Pada ba ini berisikan penjelasan mengenai Kepemilikan Kawasan, Ruang 

Lingkup Kepemilikan Kawasan, Tujuan Pengelolaan Kepemilikan Kawasan, 
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Klasifikasi Kepemilikan Kawasan, Prinsip-Prinsip Klasifikasi Kepemilikan 

Kawasan, Pengelola Kawasan, Pengertian Prosedur, dan Kepemilikan Kawasan 

Fitur-fitur Prosedur, manfaat prosedur, definisi pengelolaan, fungsi pengelolaan dan 

landasan hukum.  

 BAB III GAMBAR UMUM INSTANSI: 

 Pada bab ini berisikan gambaran umum mengenai instansi BPKAD Sumatera 

Barat serta menceritakan bagaimana sejarah awal mulanya intansi tersebut dan visi 

misi hingga struktur organisasi. 

BAB IV PEMBAHASAN: 

  Bab ini akan membahas tentang Prosedur Penatausahaan BMD pada BKPAD 

Provinsi Sumatera Barat. 

BAB V PENUTUP: 

  Pad abab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang dibuat oleh penulis 

serta mencakup saran-saran dari bahasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Untuk mengamalkan serta menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kerja nyata.

